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BAB III 
TINJAUAN UMUM  
PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI LIAR PERSPEKTIF 
FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 
 
A. Pembatalan Perkawinan  
1. Pengertian Pembatalan Menurut Fiqih 
Menurut bahasa, kata „‟batil‟‟ atau „‟batal‟‟ berarti tidak terpakai, 
tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah „‟batil‟‟ berarti terlepas 
atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya 
pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.
36
 
Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap 
suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang 
telah ditetapkan oleh syara‟. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.37 
Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin 
adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan 
tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau 
karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.
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Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan 
hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.
39
 
Sedangkan di dalam kitab al-Fiqh „ala Mazhahib al-Arba‟ah 
karangan Abd al-Rahman al-Juzairy yang dikutip oleh Ahmad Rofiq 
menyatakan bahwa: 
ِ نا ِكُ ِحاِ ِانِ ف ِسا ِدِِ ْ ِِٕ ِي ِحاِاِ ت ِمِ ِش ِزِ طِ ِي ٍِِ ِش ِز ِٔ ِط ِِّ ِِٔ ُنا ِك ِحاِِ اِ بن ِطا ِمِِ ْ ِِٕ ِي ِحاِاِ ت ِمِ ِر ِك ٍِِ ِي ٍِِ
ِ أ ِر ِكِ َا ِِّ ِِٔ ُنا ِك ِحاِ ِناِ ف ِسا ِدِ ِٔ ِناِ ب ِطا ِمِ ِح ِك ًِِ ٓ ِٔ ِا ِحا ِد  
Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari 
syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak 
memenuhi rukunya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah 
sama yaitu tidak sah”.40  
Adapun yang dimaksud dengan nikah fasid itu ialah nikah yang 
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan wanita tetapi syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh syara’ tidak terpenuhi, misalnya Pertama; pernikahan yang 
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi wanita 
tersebut dalam masa iddah laki-laki lain. Kedua; nikah sewaktu ihram.
41
 
Adapun nikah bathil adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-
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laki dengan seorang wanita tetapi rukun nikah yang ditetapkan syara‟ tidak 
terpenuhi, misalnya Pertama; nikah sighor, yaitu pernikahan dengan cara 
tukar menukar calon isteri. Kedua; pernikahan laki-laki muslim dengan 
wanita non-Islam atau menikahi wanita yang  murtad.
42
 
Menurut ketentua hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui 
akan adanya seorang berkehendak untuk melansungkan pernikahan, padahal 
diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun atau 
syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegahnya sehingga 
perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika mengetahui setelah akad 
nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada istansi yang 
berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk 
perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah bathil, maupun yang 
bersifat nikah fasid, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah 
terjadi persetubuhan.
43
 
2. Pengertian Pembatalan Menurut Perundang-undangan 
Pembatalan Perkawinan ialah merupakan tindakan Pengadilan yang 
berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu 
dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak 
pernah ada. Berdasarkan pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik 
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kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no legal force) dan 
dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. 
Oleh karenanya laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan 
dianggap tidak pernah nikah, dengan demikian maka mereka tidak pernah 
berkedudukan sebagai suami isteri.
44
 
Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukatdja pembatalan perkawinan 
ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan 
suatu hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
45
 
Menurut Riduan Syahrani perkawinan dapat dibatalkan apabila 
perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak 
(suami/istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya 
perkawinan.
46
 
Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan 
berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “batal” artinya tidak berlaku, 
tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan 
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“kawin” artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri.
47
 Jadi pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah: 
suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum 
yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
hukum atau Undang-Undang. 
Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan telah terjadi 
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat 
perkawinan. 
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan. 
3. Alasan Pembatalan Perkawinan 
Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 22 dikatakan bahwa 
perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, jika 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut 
dapat dibatalkan. 
Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal 
dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
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dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut dinyatakan 
dalam pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 1 tahun 1974. 
Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan 
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimuat dalam pasal 26 dan 27 yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan 
yang tidak berwenang, 
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, 
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, 
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, 
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau istri.
48
 
 
Sementara menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat 
dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 
pria lain yang mafqud(hilang). 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan 
dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. 
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.49 
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4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 
Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukanِ  permohonan pembatalan 
perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan pasal 
73 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat di 
simpulkan yaitu: 
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 
b. Suami atau istri. 
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 
d. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 
Undang-undang. 
e. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun 
dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-
undangan. 
 
Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga 
dalam garis keterunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa 
berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi gugur 
apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat 
memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang 
tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 
Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan poin (e) 
sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau isteri, yaitu 
pembatalan perkawinan apabila perkawinannya berlangsung di bawah ancaman 
yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata 
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terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau 
isteri yang menikah. 
Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah 
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, 
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru tidak mengurangi 
ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974. 
Dengan demikian apa yang terdapat dalam poin (e) menyatakan bahwa 
pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila para pihak diantara suami atau 
isteri, tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang 
terdapat di dalam penjelasan di atas. 
5. Tata Cara Permohonan Pembatalan Perkawinan 
Setiap orang yang akan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di tempat di mana perkawinan 
tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau 
isteri. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip “tidak ada suatu 
perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum”.50 Batalnya 
suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
51
 Pengadilan yang 
dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan 
Pengadilan Negeri bagi mereka yang bukan beragama Islam. 
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Mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan 
mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tata 
cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan 
pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan 
diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975. 
1. Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan  
 
Surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama. Permohonan 
diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang 
daerah hukumnya meliputi tempat termohon..
52
 
Menurut Pasal 118 HIR, permohonan harus diajukan secara tertulis  
oleh pemohon atau kuasanya. Bagi yang buta huruf dapat mengajukan 
permohonan secara lisan. Surat permohonan tersebut harus memuat 3 (tiga) 
hal;  
1) Identitas para pihak, seperti nama lengkap gelar, alias, julukan, bin/binti, 
umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai 
penggugat/ tergugat. 
2) Posita (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua 
belah pihak). Dari posita inilah penggugat mengajukan gugatan, tanpa 
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posita yang jelas dapat berakibat gugatannya dinyatakan gugatan tidak 
dapat diterima karena kabur. 
3) Petita/petitum (isi tuntutan). Petita dapat bersifat alternative, dalam arti 
hanya ada satu gugatan yang diajukan da nada pula yang bersifat 
kumulatif, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan, 
misalnya seorang isteri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, 
secara bersamaan ia juga mengajukan gugatan tentang hadhanah, biaya 
nafkah anak, dan harta gono gini.
53
 
2. Pemanggilan Para Pihak  
Pemanggilan pihak-pihak untuk lingkungan peradilan agama 
sekarang ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 juncto PP Nomor 9 tahun 
1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan perkara 
gugatan cerai. Selain dari kedua jenis perkara tersebut tidak diatur, sehingga 
masih dikaji tersendiri.  
Dalam hal ini pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon 
(istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami 
untuk beristri lebih dari seorang, dan panggilan kepada pemohon (istri) dan 
termohon (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke-
27 sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama, sebab sidang 
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pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara 
terdaftar.  
Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan 
yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau 
yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan 
diadakan persidangan dan yang melakukan panggilan tersebut adalah 
petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Pemanggilan tersebut harus 
dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau 
kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada 
termohon harus dilampiri dengan salinan surat gugatan. 
3. Persidangan  
Persidangan untuk memeriksa permohonan pembatalan harus 
dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah 
diterimanya surat permohonan di Kepaniteraan. Khusus bagi permohonan 
yang termohonnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan 
ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya 
permohonan tersebut.  
4. Putusan Pengadilan  
Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang 
terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, jika 
gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Batalnya 
  
45 
perkawinan dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilakukan sidang, 
Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan 
perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan 
pencatatan pembatalan perkawinan. 
Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh Pengadilan, maka 
perkawinan tersebut menjadi batal. Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah 
keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
saat berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya keputusan yang 
mempunyai kekuatan hukum  tetap, maka perkawinan kembali kepada 
keadaan semula seperti sebelum perkawinan diadakan. 
6. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 
Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita 
cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan 
perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UUP, sebagai berikut: 
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan 
pada ayat (2) menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap; (a) Anak-
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (b) Suami atau isteri yang bertindak 
dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan 
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (c) Orang-orang ketiga 
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lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak 
dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
Adapun menurut Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam dapat 
disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku 
surut terhadap: 
a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad 
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, 
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang 
tetap. 
d. batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya. 
 
B. Perkawinan Poligami  
1. Pengertian Poligami  
Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan 
penggalan kata poli atau polos artinya banyak, dan kata gamen atau gamos 
artinya kawin atau perkawinan.
54
 Jadi perkataan “poligami” dapat diartikan 
sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. 
Poligami menurut kamus hukum berarti perkawinan seorang laki-laki 
dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian yang dimaksud 
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poligami adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih 
dari sseorang isteri dalam satu waktu.
55
 
Sedangkan Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul 
Pandangan Islam Tentang Poligami mendefenisikan poligami sebagai ikatan 
perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) 
isteri dalam satu waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk 
perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Selain poligami dikenal 
juga istilah poliandri, jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa 
isteri, dalam poliandri sebaliknya, justru isteri yang mempunyai beberapa 
suami dalam waktu bersamaan. 
Kebalikan dari poligami adalah monogamy, yaitu ikatan perkawinan 
yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu 
tertentu. Istilah lainnya monogamy, yaitu prinsip bahwa suami hanya 
mempunyai satu isteri.
56
 
2. Dasar Hukum Poligami 
Dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya 
suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. Berkaitan dengan 
masalah poligami. Adapun dasar hukum yang berkaitan diantaranya firman 
Allah dalam surat an-Nisa‟ [4]: 3. 
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 ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِِ
 ِ  ِ ِ  ِ   ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِsِِِ 
 
Artinya: ‘’Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya’’.(QS. an-Nisa‟[4]:3) 
 
Namun, kemungkinan tersebut sama sekali tidaklah menunjukan bahwa 
poligami merupakan prinsip dalam perkawinan Islam. Mengingat 
persyaratan adil dalam perkawinan poligami hampir mustahil untuk 
dipenuhi. Sebagaimana Firman Allah berikut : 
 ِ   ِ ِ  ِِ ِ ِ  ِِِ ِ ِ   ِ   ِ
   ِِ ِ  ِ  ِ  ِِِ  ِ  ِِِِِ
 
Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 
itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(QS. an-Nisa‟[4]: 129) 
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Jika ayat (QS. an-Nisa [4] : 3) dikaitkan dengan ayat 129 pada surah 
yang sama, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pria untuk 
melakukan poligami sangatlah berat, karena mengingat ia harus sanggup 
berlaku adil. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil 
dalam meladeni isteri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang 
bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-
syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami 
hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila 
menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan 
dengan seorang saja.
57
 
Dalam sebuah hadits Nabi Saw juga disebutkan: 
ِوٕيِءاجِاًِْدحاِىٍناِلاًفٌِاتأزٍياِّنِتَاكٍِيِ:لاقِىهسِّٔيهعِاللهِىهصِىبُناٌِأِةزيزِْىبأٍِع
يزتنأِدٔادِٕباِِأر(ِ.لءايِّّقشِٔتيايقناٌابحٍِبأِءاسُنأِذ)  
Artinya: dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw bersabda, 
“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan 
kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan 
punggung miring (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa‟I, dan Ibn Hiban). 
 
3. Alasan Poligami 
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. 
Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan 
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,(pasal 3 ayat (2) 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin 
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poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan.  
Adapun alasan tujuan diperbolehkan untuk berpoligami diatur dalam 
pasal 4 UUP, yaitu: Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang 
suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
4. Syarat-syarat Poligami 
a) Menurut Hukum Islam 
Islam meletakkan poligami dalam proporsinya ketika agama-
agama lain dan masyarakat pada masa lalu memberlakukan poligami 
tanpa batas dan sebab tertentu, maka Islam membolehkan poligami 
dengan sebab-sebab tertentu pula. Dengan demikian Islam 
memberlakukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang 
suami ketika berpoligami yang otomatis jika tidak sanggup memenuhi 
syarat-syarat tersebut maka Islam mengharamkan seorang suami 
melakukan poligami. 
Syarat-syarat poligami menurut al-Qur‟an sudah tercantum dalam 
dasar hukum dibolehkannya poligami itu sendiri, yaitu dalam surat An-
Nisa‟ ayat 3 yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. 
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Secara tekstual surat an-Nisa‟ ayat 3 tersebut mencantumkan dua 
macam syarat untuk berpoligami yaitu, Pertama, membatasi poligami 
ampai empat orang. Kedua, harus dapat berlaku adil kepada semua isteri 
yang dimilikinya. Untuk terpenuhi suatu keadilan dalam melakukan 
poligami yang diorientasikan kepada hal yang bersifat lahiriyah atau yang 
bersifat kebendaan, maka para Ulama Fuqaha lebih mengutamakan 
persyaratan bagi seorang yang ingin berpoligami harus memiliki 
kemampuan dan kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai 
kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahinya itu, dan seorang 
suami dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil dan 
diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta 
hak-hak lainnya.
58
 
b) Menurut Perundang-undangan 
Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa 
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami yaitu:  
a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isterinya 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami keperluan-keperluan 
hidup isteri-isteri dan anak-anaknya 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 
dan anak-anak mereka. 
d. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat istri. 
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e. Apabila syarat utama yang telah disebut pada ayar (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 
 
5. Prosedur Poligami 
Mengenai Prosedur pelaksanaan poligami dapat di lihat dalam pasal 
40, 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 56 Kompilasi 
Hukum Islam. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa  
dalam apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, 
maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, 
dengan cara; 
(1)  Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama 
(2)  Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 
(3)  Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 
tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
   
Sedangkan tugas Pengadilan Agama diatur dalam pasal 41 PP No. 9 
Tahun 1975 sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa mengenai; 
a. Ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 
lagi 
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun 
tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan 
itu harus di ucapkan di depan sidang Peradilan 
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 
isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan; 
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani 
oleh bendahara tempat bekerja, atau 
ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 
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iii. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan. 
 
Selanjutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan 
memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di 
dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 
hari untuk memereiksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami 
lengkap dengan persyaratannya. 
Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada 
seseorang untuk melakukan poligami. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 
yang bunyinya: 
“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk 
beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang 
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. 
 
Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, 
sehingga dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk 
melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih 
dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan.
59
 
Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum 
mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan 
melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-
isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya 
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cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal 
dan abadi yang diridhai Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih 
saying (mawaddah ma rahmah). Karena itu segala persoalan yang 
dimungkinkan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini 
sejalan dengan kaidah Ushul:  
ىلع مدقم دسافملا ءرد حلاصملا بلج  
Artinya: “Menghindari mudarat (kerusakan) harus didahulukan daripada 
mengambil mamfaat (kemaslahatan)”. 
 
Kendatipun demikian, kebolehan poligami sebagai alternatif , 
terbatas  hanya sampai empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: 
(1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang isteri. 
(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. 
 
C.   Poligami Liar 
Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 
suami, sebagaiaman yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974. Sementara itu di dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 dijelaskan bahwa: 
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1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 
2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
 
Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa; 
1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan- 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan 
bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila 
tidak ada kabar dari istrinya selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 
Pengadilan. 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) juga menjelaskan 
bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama. Izin tersebut dapat diberikan dengan alasan-alasan 
tertentu antara lain seperti, istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit 
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disembuhkan, menghindari selingkuh dan zina juga merupakan alasan lain 
untuk berpoligami.
60
 
Namun kenyataan di masyarakat, syarat-syarat yang tertuang dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) tersebut dianggap 
mempersulit, sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki 
istri lagi melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan 
identitasnya, bahkan ada dengan berpoligami liar, maksud poligami liar itu 
adalah seorang suami yang melakukan poligami tanpa memenuhi prosedur yang 
terdapat dalam Perundang-undangan.
61
 Seorang suami yang ingin beristeri lebih 
dari seorang, hendaknya suami tersebut harus memenuhi segala persyaratan dan 
prosedur yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan, sebagaimana yang 
tertuang dalam pasal 40 dan 41 PP No 9 Tahun 1975, dan pasal 56 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Seperti yang terjadi pada perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan 
Agama Pekanbaru nomor perkara 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr terdapat fakta 
bahwa perkawinan antara Termohon I (suami) dan Termohon II (istri kedua) 
dibatalkan atas dasar adanya pemalsuan status/identitas diri Termohon I yaitu 
suami. 
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